


ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PELANGGARAN HAK CIPTA TENTANG PEMBAJAKAN VCD
DI WILAYAH HUKUM KOTA BUKITTINGG]

[lrwan Natosmal, BP 01141062, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, 2007, 85 Halaman.

Bukittingei adalah salah satu Kotz wisata vang terletak di Propinsi
Sumarera Barat, terkenal dengan wasata alamnya yang indab dan menjadi tujuan
wisatawen domestik maupun mancanegara, kehidupan perekonomian masyarakat
Bukittinggl yang rata-rata berdagang menjadikan Kota Bukittingei bukan hanya
sebagai wilayah tujuan wisata tapi sebagal wilayah perdagangan yvang cukup maju
dengan hastl bum masyarakatnya serta i bidang industn bark keoil macpun
menengah termasuk pembagjakan VCD, Masalah pokok penelitian ini adalah
bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Kota Bukittinges oleh aparat penegak
bukum mengenal masalah timdak pdapa pelanggaran hak cipta khususnys
pembajakan VCD, dimana di setiap tempat keramalian seperti pasar-pasar ataupun
tempal lainnya akan didapati pedagang-pedagang vang memamerkan, menjual
VCD bajakan yang merupakan pelanggaran hak cipta dan bertentangan dengan
Undang-undang Mo.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 72 ayal {2).
Penulisan ni memakal metode  penglittan hukum  yurdis sosiologis  yang
bersumberkan literatur-literatur kepustzkaan dan juga penelitian langsung ke
lapangan. Jenis data vang diperolely berupa data poimer, vaitu data yang dipereleh
dengan penelitian di lapangan yang dilakukan di Kepolisian Bukittinggi,
Departemen Hukum dan HAM Swmatera Barat, Kejaksasn Wepeni Buokittinggzi,
Pengadilan Negen Bukiltinggr. Selamjutnya data sekunder, yaitu data yang
didapatkan  melalui  bukw, makalah, peraturan perundang-undangan i
cerpustakaan maupun media elekteonik seperti inlemet. Serta ada juga data tersier,
vaite jenis data yang membertkan pengertian tentang jenis data primer dan
sekunder yang didapatkan dari pembimbing maupun pihak terkait dalam
pembuatan karya tulis im. Hasil penelitian ind dapat disimpulkan  hahwa
penegakan hukum di Kota Bukittingel masib kurang atas belum maksimal.
terlihat dari masih banyaknya pedagang wvang menjual VCD bajakan secara
terang-lerangan tanpa takut akan sanksi pidana vang mengapncam perbuatannya,
dzn proses penegakan hukum oleh apacat yang belum serius dalam memberantas
pembajakan yang tejadi dan o teclibat dari kasus pelanggaran hak cipta
chususnva pembajakan VOD dad tahun 2004-2006 hanya 2 (dua) kasus yang
cernasil ditangani dan dijatuhi putusan oleh pengadilan, sedangkan razia yang
sering dilakukan oleh kepaolisian menjadi sia-sia karena hanya VCD bajakan saja
sang disita tetapl pelaku pengedar, penjual hanya putus ditengah jalan, dan scakan
pelaku yang berhasil diadili adalah korban tindakan vang pilah-pilib, karena jika
203 keserivsan dalam pemberantasan pembajakan yang sudah meletakkan
indonesia dalam PWL dan USTR tersebut, maka kasus tindak pidana hak cipla
vang diadih tidak hanya ada 2 (dua) kasus.
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PENDAHULUAN

A, Larar Belakangz Masalah

Indunesia sebapai sebuzh negara yang merupakan bagian masvarakat
didunia, dalam meningkatkan pembangunan memerlukan satu bentuk jalinan
cerjasama dengan negara-negara lain didunia, baik dibidang ekonomi, politik,
wostal, budaya maupun pertahanan keamanan, Didalam menjalin hubungan antar
sangsa dan negara ind, diperlukan adunya msa saling menghargad  dan
menghormati terhadap hasil-hasil karya bangsa dan negara lain. Karena setiap
manusia yang merupakan bagian terkecil dan sebuah bangsa dan negara memilika
=tal dan budi vang digupakan uotuk berkarya eipta tentang  sesvatu yang
Sihendakinya, baik berupa Umu pengetahuan, tekoelopt, send ataupun sastra, yang
—ana kesemua hasil karya cipta iml menjadi salu bentuk asel vany sangat berharga
-~ suatue bangsa dan negara, vang tentunya membutehkan perlindungan hukum
wzng memadai. Dhdalam perkembangannya, karva cipta yang bersumber dan hasil
crzzzl akal dan budi manwsia tersebet lelah melahitkan suato hak vang disebut
Z=ngan Hak cipia {(copy nght).

Pada masa tzhun enam puluban dan tujub puluhan, disadari atauw tidak, di
cz'znpan masyarakat [ndonesia telak tambub rasa menghareai dan menshormati
=zrhadap hasil karya intelektual manusia, yaknl dengan adanya pengakuan dan
senvzbutan nama-nama sepertl Wage Redolf Suvpratman dan Tantular yang

= wmthan dengan karva-karya mereka.



Hak cipta dewnsa ini telah menjadi masalab [aternasional vang bermujuan

Antuk menentukan hubursan antar bangsa. Hak cipta, dan jums hak-hak vang lain

s2perti Hak paten, dan merek dipakai sebagai alat ukur untul menentukan status

=2hush negars, maju, berkemban 2 atau terbelakang, teruama dalam hat penentuan

Sngei rendahnya rovalt, Hak cipta dewasa ini telgh mampy menvambungkan

==suate yang bernilai budava, nilai ekonomi. nilaj astetik, nilal kretifitas dan nila

-lzran sehingga mampue menambah pendapatan negars. Maka usaha yntuk

Zebindunge hasil karva cipta manusia berupa ilmu pengetabuan, teknologi, seni

—upun sastra menjadi sangat penting tidak hanya dalem hal nubungan antar

mdividy

dengan individu namun juga penting dalam sekup vane lehih besar

F=ituantar negara dengan negara.

Cleh karena itu, Bangsa Indonesia sebagal negara herkembang hares

Ty

serperan akuif dalam memberikan Perlindungan Fukum terhadap HAKI {Hak atas

~—savaan Intelektual), terutama Hak cipta. Hal ini sejalan dengan amanah yang

= diztur dalam alinea ke empat muekadimah Undang-Undang Dasar 1943 yang

-

=o=tapxan bahwa salab saly tujuan nesara adalab jkut seria memelibara

c==miban duniz vang kemodian dygabarkan  dalam  ketetapan  MPR

© O WPRA993 tentang GEHN Bab IVIF) bidang ekonomi butir | sub g.‘ Dalam

= =

== rerzaulan Intemasional masvarakat Indonesia ditenal sebapal masyarakar

== surang menghargat Hak atas Kekayaan Intelektual, sermasul [ak cipta

~zzanan Hakoecipta yang dimiliki atas dipegang warza negara Indonesia

“raman, Hukene Hak S, Aumni, Bandvag, 2002, [iim 3.
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PENUTUE

A, Kesimpulan

Gerdasarkan pembabasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya

muaka dapat ditank kesumpulan sebagai berikut;

1

Penepakan hukum terbadap tndak pidana tentang Hak Cipta dalam perkara
pembajakan VCD di Kota Bukittingzi telah dilakukan oleh semuz aparat
pencgax hukum sesusi dengan fungsinya masing-masing, Pada tingkat
Kepolisian penspgakan hukum vang dilakukan adalah dengan cara mengadakan
operasi-operasi tertenty dan rutin dengan melakukan koordinasi dengan
berbagi pihok termasuk ASIRI produser dan pencipta dalam  memproses
bukum penjusl-penjual VCD hajskan yang tetangkap. adapun ketentuan yang
dikznzkan pads tindak pidana pembajakan VOD adalzh ketentuan yang ada
pada pasal 72 Undang-undang Mo.19 mhun 2002 tentang Hak Cipta,
sedangkan penegakan hukum yang dilabukan oleh pihak Kejaksaan adalah
menindaklanjutl perkara-perkara pembajakan VCD vang diajukan oleh pihak
Kepolisian agar bisa diproses di Penpadilan dan pihak Pengadilan sendiri
adalah menyidangkan perkara-perkara pembajakan VCD yang digjukan oleh
pibak Kejaksaan dan menjatuhkan putusan. Sedanekan pikak ASIRID dalam
membantu penegakan hukum terhadap pembajakan adalzh memberikan
cdikasi dan sosizlisasi kepada masyarakat entang hak cipez dan perindunzan
hak cipta dan membantu aparal hukum dalam mengunglkap perkara vang

Al

terjadi pada tahap penyidikan perkara dan dalam proses peradilanaya. Akan
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